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ABSTRACT 

In general, this research is aimed at evaluating to what extent the effectiveness of 
implementation of National Exam policy in mapping and increasing the quality of primary 
education in Indonesia.  

By using the Stake’s Countenance evaluation model, this research uses a qualitative 
and descriptive statistic  (simple quantitative) approach with the techniques of data collection 
through a library study as secondary data sources, deep interviews  and  observation as primary 
data sources.  On the antecedents phase, the evaluation results show that the conduction of 
national exam is based on the empirical reason and with a clear legal basis hierarchically, a 
proper formulation process as well having a clarity of content.  

On the transaction phase (policy implementation), principally most of the policy have 
been working in accordance with the regulation, although some of weakness are still found. 
 Weakness in the implementation stage and the unclear follow up improvement over the results 
of national exam annually by the organizer,  gives impact  to the  unsatisfactory of  the national 
exam policy.  While, on the outcome phase, it seems that the quality of education is still low and 
unprevalent. 
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RINGKASAN 

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR DI 

KOTA MADYA JAKARTA PUSAT 

A. Pendahuluan 

Dalam dunia pendidikan, globalisasi berdampak pada pilihan pendidikan yang 

sudah tidak lagi tersekat pada batasan-batasan teritorial sebuah negara. Perubahan-

perubahan sistem pembelajaran seperti transnational education, internet based 

learning, distance learning, kampus-kampus jarak jauh (offshore campus), franchise 

institution, telah berkembang sedemikian rupa pesatnya di berbagai negara. Hal ini 

memberi kesempatan kepada peserta anak didik dan masyarakat untuk memilih 

lembaga pendidikan dan atau sistem pembelajaran yang diinginkannya, baik di negara 

asal maupun di luar negeri.  

Bagi para pendidik dan pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, era 

globalisasi tentu saja memberikan banyak kesempatan sekaligus sebagai sebuah 

ancaman, atau setidaknya tantangan atau bahkan era ini merupakan kesempatan bagi 

bangsa Indonesia untuk bangkit menyejajarkan dirinya dengan negara-negara lain di 

dunia. Namun demikian jika tidak diantisipasi, globalisasi justru mendatangkan ancaman yang 

mengerikan, seperti runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.  

Melihat kenyataan di atas, maka dipandang perlu merancang sistem 

pendidikan yang bermutu di Indonesia, yaitu suatu sistem pendidikan yang mampu 

menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang, 

dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya. Suatu pendidikan dipandang sebagai bermutu, 

diukur dari perannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kebudayaan nasional, adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda 

yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian (Soedijarto, 2008: 151).  

Dalam memenuhi harapan di atas, pemerintah sebagai pemegang mandat  

pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia, telah dan terus berupaya melakukan 

berbagai perubahan terhadap sistem pendidikan nasional sehingga  mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 
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manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Diantara kebijakan tersebut adalah 

melakukan standarisasi pendidikan nasional  dan sistem evaluasi pendidikan yang 

berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sistem evaluasi pendidikan yang 

dilaksanakan adalah Ujian Nasional tiap akhir  tahun pelajaran, yang diikuti oleh 

seluruh peserta didik pada  pendidikan dasar dan menengah dalam rangka 

menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan. Kebijakan ini kemudian menuai pro dan 

kontra diantara para pakar dan praktisi pendidikan serta berbagai kalangan di 

masyarakat. 

Maraknya pro-kontra di atas serta menimbang logika pedagogik, logika hukum, 

literatur dan empiris, memang UN tidak tepat untuk dijadikan syarat kelulusan. Namun 

dengan jaminan perbaikan dan peningkatan kualitas pada pelaksanaannya, termasuk 

perubahan sistem penilaian, pemerintah tetap menyelenggarakan UN untuk tiap 

satuan pendidikan, bahkan untuk tingkat SD yang sebelumnya tidak dilaksanakan. 

Penyelenggaran UN untuk SD didasarkan pada lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik 

dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian 

Nasional. Selanjutnya, untuk implementasi, Peraturan Menteri ini dijabarkan ke dalam 

Peraturan BSNP Nomor : 0012/P/ BSNP/XII/2011 tentang POS UN. 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti memandang perlu dan penting 

untuk mengkaji dan dan mengevaluasi secara menyeluruh dan detail terkait dengan 

implementasi kebijakan, melalui penelitian yang berjudul “EVALUASI IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR DI KOTA MADYA JAKARTA 

PUSAT”. Penetapan ini sesuai dengan ruang lingkup kebijakan (Tilaar dan Nugroho, 

2009:231), konteks manajemen dimana implementasi kebijakan berada di dalam 

kerangka organizing-leading-controlling (Nugroho, 2003;162) dan model evaluasi 

berdasarkan tahap-tahap kebijakan yang meliputi Antecedent Phase, Transactions 

Phase dan Outcome Phase (Stake, 2000:350). Langkah ini dilakukan dengan harapan 

dapat memberikan sumbangan positif bagi perbaikan, khususnya kebijakan UN SD. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas 

pelaksanaan kebijakan (Nugroho, 2009:535), dalam hal ini UN SD, terutama dalam 
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upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Jakarta Pusat 

pada khususnya. Sedangkan secara  operasional penelitian ini antara lain bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran bagaimana implementasi kebijakan UN SD dan 

hasilnya khususnya di Jakarta Pusat.  

 
B. Metodologi Penelitian 

Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai implementasi kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta 

Pusat yang mencakup antecedents phase, transactions phase, dan outcome phase 

dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal. Berdasarkan jenis data yang 

digunakan, penelitian evaluasi ini akan menggunakan metode kualitatif dan statistika 

deskriptif (kuantitatif secara sederhana) dengan model evaluasi adalah Stake 

Countenence Model.  

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

observasi (observation), wawancara mendalam (in-depth interview), penelusuran 

dokumen (document tracking) dan gabungan (triangulasi). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2010:63) 

yang menyatakan bahwa “the fundamental methods relied on by qualitative 

researchers for gathering information are, participation in the stting, direct observation, 

in-depth interviewing, document review”. Namun menurut Sugiyono (2010:81), dalam 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan 

wawancara. Dalam prakteknya kedua metode tersebut dapat digunakan seara 

bersama-sama, artinya sambil wawancara juga melakukan observasi atau sebaliknya.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

secara kualitatif dan analisis data dengan statistika deskriptif. Menurut Tim 

Pascasarjana UNJ (2012:73), analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis 

selama pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. Analisis data dengan 

statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tentang aspek yang diukur 

dalam evaluasi.  Selanjutnya, dengan analisis kontingensi dan kongruensi dari model 

Countenence dilakukan penarikan kesimpulan (keputusan) setelah membandingkan 

antara data observasi yang telah dianalisis dengan kriteria evaluasi. 
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C. Hasil penelitian 

Pembuatan kebijakan UN SD didasarkan pada kebutuhan riil stakeholder di 

Indonesia, yaitu bahwa UN dibutuhkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa, 

meningkatkan semangat mengajar  guru, meningkatkan jumlah nilai rata-rata tiga mata 

pelajaran yang di UN kan (mutu pendidikan), menurunkan  APS di Indonesia dan 

pemetaan daerah, dan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memadai 

dan relevan. Terhadap keterkaitan seperangkat peraturan perundang-undangan 

tersebut terdapat perbedaan persepsi antara pembuat/pelaksana kebijakan dengan 

para pakar pendidikan. Tahapan pembuatan kebijakan UN sudah dilakukan sesuai 

prosedur, dimulai dari mengidentifikasi isu, membentuk Tim Perumus, perumusan draf 

kebijakan (draf 0), mendiskusikannya bersama forum publik (draf-1), mendiskusikan 

dan merivikasi draf-1 (rumusan final) dan proses pengesahan. Kebijakan UN SD 

memiliki orientasi isi yang jelas, yaitu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, memuat 

persiapan dan perencanaan, pengkoordinasian, prosedur pelaksanaan, pengawasan, 

monitoring, evaluasi dan biaya penyelenggaraan UN.  

Implementasi kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat berupa 

perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengkoordinasian SDM, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dinilai sudah memenuhi kriteria ketepatan, 

kecukupan, responsivitas dan sesuai dengan Permen No.59/2011 dan aturan dalam 

POS oleh BSNP. Kegiatan implementasi kebijakan yang bertentangan dengan Permen 

No.59/2011  dan  POS adalah berupa persiapan, pengawasan dan biaya 

penyelenggaraan. Persiapan berupa penggandaan dan pendistribusian kisi-kisi UN, 

POS dan Permen untuk SD seharusnya dilakukan  oleh BSNP, Dinas dan Sudin Kota 

tetapi tidak dilakukan, masing-masing sekolah diminta men-download langsung dari 

internet. Pihak yang berwewenang tidak melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan UN di Jakarta Pusat sebagaimana mestinya, sehingga mempersulit 

pengendalian kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana. Biaya penyelenggaraan 

UN untuk pusat/BSNP, Dinas dan Sudin sudah sesuai aturan yang ada, yaitu melalui 

DPA masing-masing. Biaya penyelenggaraan Sekolah Negeri diperoleh dari APBN 

(BOS) dan APBD (BOP), sedangkan sekolah swasta selain dari BOSdan bantuan 
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khusus Dinas Provinsi DKI, kekurangannya dibebankan kepada orangtua siswa. 

Keberhasilan penyelenggaraan UN SD di Jakarta Pusat tidak terlepas dari faktor 

pendukung dan faktor penghambat yang ada. Terhadap faktor-faktor penghambat, 

masing-masing penyelenggara dapat mengatasinya dengan solusi yang tepat. 

Implementasi kebijakan Ujian Nasional SD di Jakarta Pusat dinilai tidak efektif 

meningkatkan  hasil nilai UN, tingkat keterserapan lulusan, mutu pendidikan, dan 

pemerataan mutu pendidikan. Namun, implementasi kebijakan UN SD dinilai efektif 

dalam tingkat kelulusan, menurunkan Angka Putus Sekolah dan memberikan nilai 

tambah (added value) bagi para pengguna, seperti memotivasi siswa giat belajar, 

meningkatkan disiplin siswa, bahan evaluasi keberhasilan KBM oleh guru, dan dapat 

memotivasi guru mempersiapkan diri.  
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